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BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/377-KUM /2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pertemuan

1.

Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun
2025, maka perlu menetapkan narasumber;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Narasumber dan Besaran Honorarium
Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor Tahun 1953 tentang 3 Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor




82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 6856);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun. 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 62);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Dan
Besaran Honorarium Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga
Kependudukan (SSK) Tahun Anggaran 2025 dengan daftar
narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah memberikan materi tentang pengendalian
penduduk.

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Program
Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk, Sub Kegiatan Kerjasama
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan
Formal.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 10 Maret 2025

EEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI TANAH LAUT,

SEXRETARIAT DAERAH

QQ@]" Ttd
ALFIRIAL. SH, MH H. RAHMAT TRIANTO

NIP.18750203 189963 2 068




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/377-KUM /2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)
TAHUN ANGGARAN 2025

No | Jabatan dalam dinas Jab;:;x.latliilam Satuan Honfreasnéiinn (Rp)
Bupati/Wakil
1. | Bupati/PNS Lintas Narasumber Ok Rp. 500,000,-
Sektor /Duta
GenRe/Koalisi
Kependudukan
“*LINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Fimn e o PO,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEXRETARIAT DAERAH Ttd
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